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Abstrak  

Isu pengaturan hukum mengenai status agama di Indonesia merupakan topik penting mengingat masyarakat Indonesia yang 

sangat beragam dari segi keyakinan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan frasa “penduduk yang 

agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam sejumlah regulasi. 

Frasa ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, 

khususnya hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional 

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan terhadap frasa tersebut dalam berbagai aturan 

hukum di Indonesia sekaligus menganalisis implikasi yang ditimbulkannya bagi individu yang menganut agama atau 

kepercayaan di luar enam agama yang secara administratif diakui negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan 

pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia 

menegaskan jaminan kebebasan beragama, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi ambiguitas. Frasa 

mengenai agama yang belum diakui seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pemeluk kepercayaan atau agama 

minoritas, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, hak sipil, dan perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi 

menyebabkan diskriminasi terselubung dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, 

penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi dengan melakukan klarifikasi hukum yang lebih tegas serta 

memperkuat jaminan perlindungan bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan. Perlu adanya harmonisasi peraturan dan 

kebijakan agar prinsip kebebasan beragama benar-benar terwujud dalam sistem hukum Indonesia. 

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Agama Belum Diakui, Kebebasan Beragama 

1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan kepercayaan menghadapi tantangan besar dalam 

memastikan hak-hak setiap warga negara dilindungi tanpa diskriminasi, terutama terkait dengan kebebasan 

beragama. Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI/ 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum . Pasal 

28E ayat (1) dan (2) UUD NRI/ 1945 menjamin setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya 

tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Namun, meskipun konstitusi memberikan perlindungan tersebut, dalam 

praktiknya, regulasi yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia masih membedakan antara agama 

yang diakui negara dan kepercayaan yang tidak diakui. Salah satu contoh nyata dari perbedaan pengakuan ini 

tercermin dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan (UU No. 24/2013), yang mengatur kolom agama pada dokumen kependudukan, 

seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).  

Dalam ketentuan tersebut, bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh negara, kolom agama dalam 

dokumen kependudukan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database kependudukan. Hal ini berlaku juga untuk 

penganut kepercayaan yang tidak tercatat dalam enam agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, 

Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin 

pelayanan administratif yang adil dan merata tanpa membedakan agama atau keyakinan, secara substansial, hal 

ini menciptakan ketidaksetaraan di antara warga negara. Penganut agama yang tidak termasuk dalam enam 

agama yang diakui negara harus menerima kolom agama yang kosong atau diberi tanda strip (-), yang secara 
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simbolis mencerminkan status mereka yang tidak sah atau tidak lengkap di mata negara. Akibatnya, hal ini tidak 

hanya berdampak pada status administratif mereka, tetapi juga mengarah pada masalah sosial, seperti stigma 

negatif di masyarakat, kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, serta perasaan terpinggirkan atau tidak diakui 

sebagai bagian dari negara 

Pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan selain agama resmi menimbulkan kesulitan administratif 

dan merendahkan martabat mereka, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kehidupan sosial dan pekerjaan 

mereka. Selain itu, pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama yang 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kebebasan 

kepada setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 97 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang 

setara dengan pemeluk agama yang diakui negara, pengaturan ini mulai berubah. Meski demikian, implementasi 

perubahan tersebut masih terbatas oleh resistensi sosial dan interpretasi aparat yang berbeda-beda di lapangan. 

Beberapa daerah, seperti komunitas Parmalim di Toba dan penghayat Kejawen di Jawa Tengah, masih 

menerapkan kebijakan yang mengosongkan kolom agama bagi penganut kepercayaan, meskipun secara 

normatif, perubahan hukum sudah dilaksanakan. Perbedaan penerapan ini menggambarkan bahwa meskipun 

norma hukum telah berubah, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh 

ketidakpahaman atau resistensi terhadap pluralisme agama dan keyakinan di Indonesia .  

Frasa “agama yang belum diakui” mencerminkan paradigma administratif yang sudah usang dan seharusnya 

disesuaikan dengan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, dan kebebasan beragama yang 

dijamin oleh konstitusi. Pemerintah dan aparat terkait perlu segera menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang 

ada agar penghayat kepercayaan di Indonesia dapat memperoleh perlakuan yang setara tanpa ada simbol 

diskriminasi pada dokumen kependudukan mereka, sehingga Indonesia dapat benar-benar menjadi negara yang 

inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait frasa tersebut, serta bagaimana 

penerapannya dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kesetaraan dan kebebasan 

beragama, demi tercapainya keadilan dan inklusivitas bagi seluruh warga negara Indonesia. 

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki dinamika yang unik dalam mengatur keberagaman agama dan 

kepercayaan. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sehingga segala bentuk kebijakan dan praktik administratif 

seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah 

satu aspek penting dalam konteks ini adalah kebebasan beragama yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2) 

UUD NRI 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya tanpa 

paksaan. Namun dalam praktiknya, berbagai regulasi administratif masih menimbulkan ketidaksinkronan antara 

norma konstitusi dan implementasi teknis di lapangan. 

Salah satu bentuk ketidaksinkronan tersebut tampak dalam pengaturan administrasi kependudukan, khususnya 

dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Regulasi ini menyebut bahwa bagi 

penduduk yang agamanya belum diakui oleh negara, kolom agama pada KTP-el dan Kartu Keluarga tidak diisi, 

meskipun informasi tersebut tetap terdapat dalam database kependudukan. Pengaturan ini secara teknis tampak 

sederhana, namun secara substantif menimbulkan berbagai implikasi serius bagi para penghayat kepercayaan dan 

pemeluk agama minoritas yang tidak termasuk dalam enam agama yang secara administratif diakui oleh negara. 

Konsekuensi dari pengosongan kolom agama tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif semata, tetapi 

juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Ketika kolom agama dibiarkan kosong atau diberi 

tanda strip (-), masyarakat sering menafsirkan bahwa individu tersebut tidak memiliki agama, tidak taat, atau 

tidak memiliki identitas keagamaan yang “sah”. Hal ini menimbulkan stigma negatif, seperti kesulitan dalam 

akses kerja, diskriminasi dalam pelayanan publik, atau perlakuan kurang adil dalam interaksi sosial sehari-hari. 

Dalam beberapa kasus, individu dengan kolom agama kosong mengalami kesulitan dalam proses perkawinan, 

pendidikan anak, bahkan layanan kesehatan karena adanya asumsi keliru dari aparat atau masyarakat bahwa 

status agama mereka tidak diakui. 

Selain itu, pengaturan administratif yang tidak setara ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan 

kedudukan di depan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika negara 

memberikan perlakuan berbeda antara pemeluk agama yang diakui dan agama yang belum diakui, maka muncul 

bentuk diskriminasi struktural yang merugikan kelompok tertentu. Di sinilah problem frasa “agama yang belum 
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diakui” menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena frasa tersebut merepresentasikan paradigma lama yang 

tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin plural. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu tonggak penting dalam perubahan 

paradigma tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa penganut kepercayaan berhak 

mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemeluk agama lainnya, termasuk dalam pengisian kolom agama di 

KTP dan KK. Putusan ini menyatakan bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena merugikan hak konstitusional mereka, serta melanggar prinsip non-

diskriminasi. 

Namun demikian, problem di lapangan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun secara hukum 

penghayat kepercayaan telah memperoleh pengakuan formal, implementasi teknisnya masih dihadapkan pada 

kendala sosial dan birokrasi. Sebagian aparat pemerintah di daerah belum memahami perubahan tersebut dan 

masih mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Beberapa daerah tertentu masih 

mempertahankan praktik administratif lama dengan alasan kebingungan teknis maupun resistensi budaya. 

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik administratif di tingkat 

lokal. 

Contoh nyata resistensi tersebut muncul dalam komunitas Parmalim di Toba dan penghayat Kejawen di beberapa 

wilayah Jawa Tengah. Meski mereka sudah dapat mencantumkan status sebagai “penghayat kepercayaan” secara 

legal, sebagian instansi tetap mengosongkan kolom agama dengan alasan bahwa sistem belum menampung 

kategori tersebut atau karena pemahaman aparat yang masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

perubahan hukum tidak otomatis mengubah pola pikir dan kebiasaan administratif, terutama dalam isu yang 

sensitif seperti agama. 

Secara konseptual, pengaturan mengenai agama yang diakui dan tidak diakui merupakan warisan administratif 

masa lalu yang dibangun atas paradigma homogenitas. Pada era modern ini, paradigma tersebut tidak lagi 

relevan, karena kewajiban negara bukan menentukan agama apa yang “sah”, tetapi menjamin setiap individu 

menikmati kebebasan beragama tanpa hambatan administratif, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, frasa 

“agama yang belum diakui” sejatinya perlu dipertimbangkan ulang keberadaannya dalam peraturan perundang-

undangan. Frasa ini bukan hanya mengandung potensi diskriminasi, tetapi juga bertentangan dengan 

perkembangan hukum internasional, seperti prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam ICCPR 

(International Covenant on Civil and Political Rights), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 

Tahun 2005. 

Selain berimplikasi pada hak sipil, pengaturan ini juga berdampak pada identitas seseorang sebagai warga 

negara. Identitas agama di Indonesia sering kali menjadi bagian penting dalam proses administratif, seperti 

pendaftaran sekolah, pernikahan, bahkan pemakaman. Ketika status agama seseorang tidak diakui secara 

administratif, maka berbagai hambatan muncul dalam pemenuhan hak dasar. Beberapa penghayat kepercayaan 

mengalami kesulitan menikah karena sistem hukum perkawinan masih mengaitkan validitas perkawinan dengan 

agama yang diakui negara. Walaupun perkawinan penghayat kepercayaan kini dapat dicatatkan melalui Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), prosesnya masih menyisakan hambatan sosio-kultural. 

Dalam konteks ini, perlunya harmonisasi kebijakan menjadi semakin mendesak. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa regulasi yang ada benar-benar sesuai dengan prinsip konstitusi. Penyederhanaan regulasi, pelatihan 

aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang keberagaman agama dan kepercayaan menjadi kunci utama 

untuk mewujudkan inklusivitas. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap istilah dan kategori dalam peraturan 

perundang-undangan yang masih memuat dikotomi antara agama yang diakui dan belum diakui. Penelitian ini 

pada akhirnya berupaya memberi kontribusi terhadap diskursus hukum mengenai pentingnya reformulasi 

kebijakan dalam pengaturan agama di Indonesia. Dengan mengkaji frasa “agama yang belum diakui”, penelitian 

ini menekankan bahwa penyempurnaan hukum tidak dapat berhenti pada perubahan regulasi semata, tetapi harus 

dibarengi dengan transformasi praktik administratif dan perubahan sosial. Dengan demikian, Indonesia dapat 

semakin mendekati prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, dan 

keberagaman 
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2. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat 

preskriptif. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pengaturan status agama 

dalam dokumen kependudukan di Indonesia, khususnya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24/2013, 

serta putusan MK No. 97 Tahun 2016 yang menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma hukum 

administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap implementasi regulasi di 

lapangan dan resistensi sosial yang terjadi. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

putusan mahkamah konstitusi, doktrin hukum, serta studi kasus terkait penerapan kebijakan di beberapa daerah. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik 

implementasinya, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan regulasi dan kebijakan yang lebih 

inklusif dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. 

3. Hasil dan Diskusi 

 

1. Pengaturan hukum terkait frasa “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) 

UU No. 24/2013 

Pengaturan hukum terkait frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan" yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan, memiliki dampak yang besar terhada hak-hak sipil warga negara 

Indonesia, khususnya bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama yang 

diakui oleh negara. Pengakuan agama oleh negara Indonesia terhadap hanya enam agama resmi Islam, Kristen 

Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berakar pada sejarah pembentukan identitas negara 

dan kebijakan politik pasca-kemerdekaan. Dalam proses perumusan dasar negara, Pancasila, khususnya sila 

pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan dasar bagi pengakuan terhadap berbagai 

agama.  

Namun, dalam implementasinya, negara memilih untuk mengakui enam agama yang telah "hidup dan 

berkembang" di Indonesia sejak lama, sebuah konsep yang pertama kali diterapkan melalui Penetapan Presiden 

Nomor 1 Tahun 1965 (PNPS No. 1/1965) yang membatasi pengakuan agama hanya pada agama-agama besar 

tersebut. Keputusan ini didorong oleh faktor politik dan sosial, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan 

mencegah potensi konflik antaragama, mengingat keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. 

Akibatnya, agama atau kepercayaan selain enam agama yang diakui, meskipun telah ada dan dipraktikkan oleh 

sejumlah masyarakat, dianggap "belum diakui" oleh negara, yang berimplikasi pada pengosongan kolom agama 

pada dokumen kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan tersebut, serta menciptakan 

ketidaksetaraan dalam hak administratif dan sosial mereka. 

Bagi penduduk yang agamanya tidak diakui oleh negara, kolom agama pada dokumen kependudukan seperti 

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam 

database kependudukan . Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan tetap 

berjalan dengan baik, meskipun kolom agama kosong. Namun, secara substansial, ketentuan ini memberikan 

dampak diskriminatif bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui, karena status agama mereka 

yang dianggap "belum diakui" menjadi tanda bahwa mereka bukan bagian dari sistem agama yang diakui negara. 

Hal ini menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak adil antara penganut agama yang diakui negara dan mereka 

yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, kolom agama yang tidak diisi atau diberi tanda strip (-) 

pada dokumen kependudukan dapat menimbulkan stigma sosial, menganggap mereka sebagai individu yang 

tidak sah atau tidak lengkap identitasnya.  

Bahkan, dalam banyak kasus, hal ini menjadi penghalang dalam mengakses hak-hak sipil, seperti menikah, 

memperoleh akta kelahiran, mendaftar sekolah, dan mendapatkan pekerjaan di sektor publik, yang sering kali 

membutuhkan status agama sebagai prasyarat administratif. Di sisi lain, pengosongan kolom agama pada 

dokumen ini tidak hanya berdampak pada hak administratif, tetapi juga memperburuk citra sosial penganut 

agama yang tidak diakui, yang sering kali dipandang sebagai kelompok minoritas atau marginal. Meskipun 

tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin kesetaraan pelayanan administratif, kenyataannya, hal ini 

justru menciptakan jurang pemisah antara kelompok agama yang diakui dan mereka yang terpinggirkan. Secara 

hukum, pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, yang menjamin 
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kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara, serta hak mereka untuk diperlakukan setara di 

hadapan hukum.  

Dengan kata lain, meskipun ketentuan ini berupaya mengatur administrasi secara teknis, ia gagal 

mengakomodasi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, yang seharusnya menjadi 

landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlu ada evaluasi lebih lanjut 

terhadap pengaturan ini, agar ia benar-benar mencerminkan semangat konstitusional Indonesia yang menjunjung 

tinggi hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi . 

2. Implikasi hukum dari pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan bagi penganut agama 

atau kepercayaan yang tidak diakui, serta bagaimana dampak dan tantangan implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 97 Tahun 2016 di lapangan 

Pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak 

diakui oleh negara di Indonesia merupakan isu penting yang mencakup dimensi hukum dan sosial yang 

kompleks. Dalam konteks administrasi kependudukan, pengosongan kolom agama ini tercantum dalam Pasal 61 

ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang 

menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya tidak diakui oleh negara, kolom agama pada dokumen seperti 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) tidak diisi, meskipun tetap tercatat dalam 

database kependudukan. Negara Indonesia mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sementara penganut agama atau kepercayaan lainnya, yang tidak diakui 

negara, harus menghadapi kolom kosong atau tanda strip (-) pada dokumen kependudukan mereka.  

Implikasi hukum dari kebijakan ini adalah terjadinya diskriminasi administratif, yang tidak hanya menghalangi 

akses ke hak-hak sipil dasar seperti pembuatan akta kelahiran, pencatatan perkawinan, pendaftaran sekolah, dan 

pekerjaan di sektor publik, tetapi juga memberi dampak pada identitas dan pengakuan sosial. Kolom agama yang 

kosong atau diberi tanda strip (-) dapat berfungsi sebagai simbol yang meminggirkan penganut agama atau 

kepercayaan yang tidak diakui, menyebabkan mereka merasa terasing atau tidak diakui secara sah oleh negara .  

Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana hak-hak mereka sebagai warga negara sering 

kali dipandang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang agamanya diakui oleh negara. Secara sosial, 

pengosongan kolom agama dapat memperburuk stigma negatif yang ada di masyarakat, di mana individu atau 

kelompok yang kepercayaannya tidak diakui oleh negara dapat menghadapi diskriminasi dalam bentuk 

marginalisasi sosial, ketidakpercayaan dari masyarakat umum, dan bahkan dalam hubungan keluarga atau 

pernikahan. Ketidakadilan sosial ini sering kali berakar pada pandangan bahwa agama yang tidak diakui 

dianggap tidak sah atau kurang "kompleks" dibandingkan dengan agama-agama resmi yang ada.  

Selain itu, terdapat dampak psikologis yang cukup besar bagi penganut agama atau kepercayaan ini, yang merasa 

dihukum atau dipaksa untuk menyembunyikan keyakinannya demi menghindari diskriminasi sosial atau 

administratif. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97 Tahun 2016 menjadi titik balik 

penting. MK memutuskan bahwa pembedaan antara agama dan kepercayaan dalam UU No. 24 Tahun 2013 

merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan 

berkeyakinan tanpa diskriminasi . 

Putusan MK menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 

agama yang diakui negara dan berhak untuk dicantumkan identitas kepercayaannya dalam kolom agama pada 

dokumen kependudukan. Putusan ini juga mempertegas bahwa negara tidak berperan sebagai penentu sah atau 

tidaknya suatu agama atau kepercayaan, tetapi sebagai penjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Meskipun demikian, meskipun putusan MK memberikan landasan hukum yang lebih inklusif, tantangan terbesar 

dalam implementasi perubahan hukum tersebut adalah kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan oleh 

MK dengan praktik di lapangan. Sejumlah daerah dan aparat pemerintah masih menerapkan kebijakan yang 

tidak sejalan dengan putusan tersebut, seperti mengosongkan kolom agama atau menuliskan tanda strip (-) pada 

kolom agama bagi penganut kepercayaan.  

Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpahaman terhadap makna dari putusan MK, resistensi 

sosial terhadap pluralisme agama, serta interpretasi yang berbeda-beda dari aparat pemerintah dalam menerapkan 
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regulasi yang baru. Bahkan dalam beberapa kasus, penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh 

negara mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administratif, karena petugas masih menerapkan 

kebijakan lama yang mengosongkan kolom agama pada dokumen mereka. Dalam beberapa situasi, penganut 

agama atau kepercayaan bahkan terpaksa mengubah status agama mereka agar dapat memperoleh layanan 

administratif yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan MK telah memberikan perubahan 

hukum, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh hambatan struktural dan kultural, yang memerlukan 

upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang lebih inklusif dan adil benar-benar dapat 

diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.  

Hambatan struktural mencakup ketidakselarasan antara norma hukum yang ada dengan prosedur administrasi 

yang diterapkan di lapangan. Beberapa aparat pemerintah dan petugas administrasi di berbagai daerah, baik 

karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang putusan MK, masih mengacu pada praktik lama yang 

mengosongkan kolom agama bagi penganut kepercayaan. Bahkan, ada juga yang terpaksa menuntut individu 

untuk memilih agama yang diakui oleh negara, meskipun mereka sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda. 

Secara kultural, tantangan terbesar terletak pada resistensi sosial yang ada di masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama-agama resmi, sering kali tidak sepenuhnya menerima 

atau memahami perubahan ini. Banyak orang yang masih memandang agama atau kepercayaan yang tidak diakui 

sebagai sesuatu yang asing, tidak sah, atau bahkan meragukan. Stigma sosial ini dapat menciptakan hambatan 

yang lebih besar bagi penganut agama atau kepercayaan non-resmi dalam menjalani kehidupan mereka sehari-

hari, seperti kesulitan dalam berinteraksi sosial, diterima di lingkungan kerja, atau menjalani kehidupan keluarga 

yang harmonis . 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya berkelanjutan yang lebih dari sekadar perubahan regulasi di 

tingkat pemerintah. Perubahan hukum harus diikuti dengan perubahan sosial yang mendalam, yang mencakup 

peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan 

sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat perlu diberi pemahaman 

bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka sendiri, dan hak ini harus 

dihormati dalam setiap aspek kehidupan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Pendidikan dan 

sosialisasi tentang pentingnya pluralisme agama perlu diperkuat di tingkat pendidikan formal dan non-formal, 

sehingga generasi mendatang dapat lebih terbuka dan menerima keberagaman agama dan kepercayaan.  

Selain itu, pihak pemerintah dan aparat terkait juga perlu melibatkan diri lebih aktif dalam memastikan bahwa 

kebijakan yang telah diubah sesuai dengan putusan MK diterapkan secara adil dan merata di seluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pelatihan rutin bagi petugas 

administrasi kependudukan mengenai pentingnya menghormati hak-hak setiap individu dalam hal kebebasan 

beragama dan berkeyakinan. Dengan begitu, meskipun perubahan hukum telah diterapkan, masyarakat dan 

aparat pemerintah akan lebih siap untuk menghadapinya dan mengimplementasikan perubahan tersebut tanpa 

hambatan. 

Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai putusan MK No. 97 Tahun 2016, serta pembaruan 

kebijakan yang lebih sistematis dari pemerintah, terutama pada level daerah dan aparat yang langsung 

berinteraksi dengan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan 

kesetaraan di depan hukum harus ditanamkan dalam sistem pendidikan dan pelayanan publik untuk menghindari 

terjadinya diskriminasi lebih lanjut. Sehingga, meskipun putusan MK telah mengarah pada perubahan yang lebih 

inklusif, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan proses panjang yang melibatkan partisipasi aktif 

dari seluruh elemen masyarakat dan negara untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman agama dan 

kepercayaan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan membantu memastikan hak-hak penganut agama atau 

kepercayaan yang tidak diakui oleh negara tetap terlindungi, tetapi juga akan membantu mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 

dan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, meskipun perubahan hukum yang 

didorong oleh putusan MK No. 97 Tahun 2016 merupakan langkah positif, tantangan implementasi masih 

memerlukan upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk 

menciptakan perubahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial Indonesia 
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4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Pengosongan kolom agama 

pada dokumen kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 

Tahun 2013, menyebabkan diskriminasi administratif terhadap penganut agama atau kepercayaan yang tidak 

diakui oleh negara, menghalangi mereka mengakses hak-hak sipil dasar, dan memperburuk stigma sosial. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dan menciptakan 

ketidaksetaraan dalam perlakuan di hadapan hukum. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat 

penting untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih inklusif dan adil, 2). Meskipun Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 97 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang lebih inklusif dengan mengakui hak penganut 

kepercayaan untuk mencantumkan identitas mereka pada dokumen kependudukan, implementasinya di lapangan 

masih terhambat oleh hambatan struktural dan kultural, seperti ketidakpahaman terhadap putusan tersebut dan 

resistensi sosial terhadap pluralisme agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di 

seluruh Indonesia, sehingga kebebasan beragama dan kesetaraan hak dapat terwujud secara merata. 
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